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PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

“Everyone in this world is confused. We are not confused if already 

in heaven.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sudah diterapkan pada hampir 

setiap sektor kehidupan. Segala kemudahan dan efisiensi yang 

dimiliki sebuah teknologi memberikan manfaat bagi manusia dalam 

melakukan sesuatu termasuk ketika melakukan perbuatan hukum. 

Pemanfaatan dari kemajuan teknologi yang ada perlu diiringi suatu 

pembangunan dan pembaruan hukum yang dapat menyesuaikan 

dengan kehidupan masyarakat di era revolusi digital.1 

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat 

dituangkan ke dalam suatu tulisan agar dapat dijadikan sebagai alat 

bukti. Tujuannya agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para 

pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk itu, 

peran notaris dibutuhkan di masyarakat dalam membuat alat bukti 

tertulis yang autentik. Tidak ada keberpihakan dalam menjalankan 

jabatan notaris sehingga setiap perjanjian yang dibuat di hadapan 

notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.2 

 
1 Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini, “Dampak Pandemi Coronavirus Disease 

(Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 

Volume 50, Nomor 2 (2021): hlm 152, https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.151-

160. 
2 Safira Aulia Nisa, Bayu Dwi Anggono, dan Ayu Citra Satyaningtyas, “Kepastian 

Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara,” Jurnal Syntax 

Transformation Volume 2, Nomor 10 (2021): hlm 1506–1507, 

https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.436. 
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Alat bukti tertulis seperti akta autentik memiliki keutamaan 

diantara alat bukti hukum perdata lainnya. Akta autentik yang dibuat 

oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum pembuktian 

yang sempurna, karena bentuk dan tata cara pembuatannya telah 

diatur oleh undang-undang.3 Pengaturan hukum tentang pembuatan 

akta autentik dimuat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang berbunyi “Suatu akta 

autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.” Isi dari Pasal 

tersebut jelas menerangkan kedudukan notaris sebagai pejabat 

umum yang berwenang dalam membuat akta autentik.  

Pengertian notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), 

menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang 

berwenang dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan-

kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Jenis akta 

autentik yang dibuat oleh notaris diantaranya adalah akta pihak dan 

akta risalah. Akta pihak berisikan pernyataan tentang peristiwa 

 
3 Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiartha, dan Anak Agung Sagung 

Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” 

Jurnal Analogi Hukum Volume 2, Nomor 3 (2020): hlm 337-338, 

https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340. 
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hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan disampaikan 

kepada notaris untuk dimuat dalam bentuk tulisan serta 

ditandatangani oleh para penghadap tersebut di hadapan notaris 

setelahnya. Sementara itu, dalam akta risalah berisikan tentang 

peristiwa hukum yang dilihat, didengar, dan disaksikan langsung 

oleh notaris. Peristiwa hukum yang dimaksud dapat berupa 

pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, 

pengumuman undian berhadiah, dan lain sebagainya.4 

Pembuatan akta risalah tidak terlepas dari adanya suatu 

pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS pada 

perseroan terbatas. Perseroan terbatas ialah badan hukum yang 

dibentuk berdasarkan pada suatu perjanjian untuk melaksanakan 

kegiatan usaha tertentu dengan modal dasar yang secara 

keseluruhan terbagi ke dalam bentuk saham serta telah memenuhi 

syarat yang diatur dalam undang-undang sebagaimana pengertian 

ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).5 Suatu 

perseroan terbatas terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu perseroan 

terbuka dan perseroan tertutup. Sebagaimana fokus dalam penelitian 

 
4 Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi 

Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1 (2021): hlm 47, 

https://doi.org/10.17977/um019v6i1p45-54. 
5 Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Edisi ke-

2. (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm 52. 
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ini adalah perseroan terbatas terbuka, maka perseroan terbatas 

terbuka diartikan sebagai perseroan yang melakukan kegiatan 

penawaran saham perusahaannya secara go public ke pada 

masyarakat umum dengan landasan hukum yang ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(selanjutnya disebut UUPM).6 Artinya, perusahaan ini adalah 

perusahaan yang pada awalnya memiliki saham secara pribadi oleh 

pemegang saham untuk kemudian dilakukan proses penjualan 

saham perusahaan secara terbuka kepada masyarakat umum.7 

Perseroan terbatas memiliki 3 organ, antara lain Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS 

menjadi organ perseroan dengan kekuasaan dan kewenangan 

tertinggi dimana kewenangan yang dimilikinya tidak diberikan dan 

dikuasai oleh organ perseroan lain yang ditentukan pada suatu batas 

tertentu baik dalam UUPT atau anggaran dasar perseroan. 

Kewenangan tersebut disebut juga dengan exclusive authority atau 

kewenangan eksklusif.8 Pengertian dari rapat umum pemegang 

saham dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPT sebagai suatu rapat yang 

 
6 Suwinto Johan, “Definisi Perseroan Terbuka Atau Publik Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Mercatoria Volume 14, Nomor 1 (2021): hlm 

41, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4429. 
7 Bareksa, “Kamus Investasi,” diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 10.00 

WIB, https://www.bareksa.com/kamus/g/go-public. 
8 Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, “Pengaturan Rapat Umum 

Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Sasana 

Volume 8, Nomor 2 (2022): hlm 304, https://doi.org/sasana.10.59999/v8i2.1252. 
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dilaksanakan oleh direksi suatu perseroan terbatas setiap waktu dan 

setiap tahunnya dengan tujuan untuk membahas kepentingan 

perseroan itu sendiri maupun karena adanya permintaan dari para 

pemegang saham berdasarkan suatu ketetapan dari anggaran dasar. 

Dari uraian di atas, RUPS wajib diadakan setiap tahun oleh perseroan 

serta pelaksanaannya terdapat berbagai macam agenda yang 

dibahas berkaitan dengan kepentingan perseroan.  

Agenda rapat yang dibahas pada RUPS tersebut wajib dimuat 

secara jelas dalam surat pemanggilan rapat sesuai ketentuan dalam 

Pasal 82 UUPT. Dari banyaknya agenda rapat yang dibahas dalam 

suatu RUPS, agenda perubahan anggaran dasar membutuhkan peran 

notaris karena setiap perubahan yang berkaitan dengan anggaran 

dasar harus dimuat dalam akta notaris dan harus mendapatkan 

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) sebagaimana hal ini diatur 

dalam Pasal 21 UUPT.  

Akta tersebut dapat berupa berita acara rapat yang disaksikan 

secara langsung oleh notaris untuk kemudian setiap tindakan hukum 

yang terjadi pada rapat itu diterangkan notaris secara autentik 

sehingga ada tanggung jawab penuh oleh notaris.9 Berbeda jika 

 
9 M. Jordan Pradana, Fauzi Syam, dan Syamsir, “Pembuatan Akta Relaas Pada 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi,” Jurnal 

Selodang Mayang Volume 8, Nomor 2 (2022): hlm 173, 

https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.156. 
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notaris tidak menghadiri rapat secara langsung dimana hasil 

rapatnya dibawakan oleh pihak perseroan kepada notaris untuk 

diterangkan secara autentik maka akta yang dibuatkan dikenal 

dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).10  

Pasal 76 UUPT mengatur mengenai tempat pelaksanaan RUPS 

diantaranya, bahwa pelaksanaan RUPS dapat diadakan pada tempat 

kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan 

usahanya, bagi perseroan terbuka dapat mengadakan rapat di 

tempat kedudukan bursa saham perseroan dicatatkan, dan tempat 

pelaksanaan RUPS tersebut harus berada di wilayah Indonesia. 

Pengecualian untuk agenda tertentu dan telah disetujui oleh seluruh 

pemegang saham, maka RUPS dapat diadakan dimana saja. Pada 

umumnya pelaksanaan RUPS biasanya dilakukan secara tatap muka 

baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Namun, dengan 

adanya kemajuan teknologi saat ini pelaksanaan RUPS pada 

perseroan terbatas melalui media elektronik sangat dimungkinkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya pada Pasal 77 UUPT 

menyatakan bahwa “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media 

 
10 Agita Chici Rosdiana, “Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang 

Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” Jurnal Indonesian 

Notary Volume 3, Nomor 15 (2021): hlm 216–217. 
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telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik 

lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” 

Ketentuan dari isi Pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa 

perseroan dapat mengadakan RUPS melalui media elektronik. 

Namun, aturannya terbatas pada ketentuan isi dari pasal tersebut saja 

dan belum diatur secara rinci terhadap pelaksanaannya.  

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) 

sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap 

perseroan yang bergerak di bidang jasa keuangan atau perbankan, 

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pasar 

modal, dan di bidang jasa keuangan lainnya mengeluarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana 

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15/2020) dan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 

Elektronik (selanjutnya disebut POJK No. 16/2020).11  Sebagaimana 

dalam penelitian ini berfokus pada perseroan terbatas terbuka yang 

 
11 Aidil Rakha Nurul Hadi dan F Siska, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam 

Pengembalian Dana Investor Atas Delisting Saham Emiten Di BEI Akibat Praktik 

Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Ditinjau Dari UU OJK Dihubungkan Dengan UU Pasar 

Modal,” Bandung Conference Series: Law Studies Volume 2, Nomor 1 (2022): hlm 674, 

https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1104. 
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menjalankan kegiatan usahanya di bidang pasar modal sehingga 

kegiatannya diawasi oleh OJK. 

Sejalan dengan aturan pada Pasal 77 UUPT, kedua aturan yang 

dikeluarkan OJK menjadi landasan hukum bagi PT terbuka untuk 

mengadakan RUPS secara elektronik sehingga para pemilik saham 

atau peserta rapat lainnya yang berhalangan hadir secara langsung 

untuk tetap dapat hadir dalam rapat secara elektronik. Dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf b POJK No.16/2020 disebutkan bahwa pelaksanaan e-

RUPS oleh PT terbuka juga wajib dihadiri secara fisik setidaknya 

paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota direksi dan/atau 

1 orang anggota dewan komisaris, serta kehadiran dari profesi 

penunjang pasar modal.  

Berdasarkan aturan tersebut, maka tidak semua peserta e-RUPS 

PT terbuka hadir secara elektronik karena perseroan wajib 

menghadirkan secara fisik pihak-pihak yang telah disebutkan di atas.  

Pelaksanaan RUPS secara elektronik atau e-RUPS merupakan bentuk 

pemanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan kegiatan 

pelaporan, penyediaan informasi, serta pelaksanaan RUPS suatu 

perseroan terbuka yang mana memungkinkan bagi pemegang 

saham dalam menghadiri agenda rapat dari jarak jauh.12 Dengan 

 
12 Novi Nursamsinahar Wijaya, “Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference 

Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,”, Jurnal Notarius, Volume 1, Nomor 2 (2022): 

hlm 269. 
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menerapkan kemajuan teknologi tersebut, maka pemegang saham 

masih dapat tetap terhubung secara langsung dalam kegiatan rapat 

meskipun dalam jarak jauh.  

Kemajuan teknologi saat ini juga diterapkan oleh notaris dalam 

menjalankan jabatannya, yaitu dengan menerapkan konsep cyber 

notary. Konsep cyber notary yang dilaksanakan oleh notaris saat ini 

adalah suatu pelaksanaan jabatan dengan melakukan kegiatan 

sertifikasi transaksi secara elektronik.13 Dasar hukumnya diatur 

dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, bahwa selain kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris 

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan isi Pasal tersebut terdapat frasa 

“kewenangan lain” yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal demi 

Pasal bahwa kewenangan lain yang dimiliki notaris adalah 

kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik (cyber 

notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. 

Kehadiran konsep tersebut menjadi peluang bagi notaris untuk 

melaksanakan jabatannya dengan menerapkan teknologi. Namun, 

landasan hukumnya hanya terbatas pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) 

 
13 Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi 

Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),”, Acta Comitas: Jurnal 

Hukum Kenotariatan Volume 5, Nomor 1 (2020): hlm 151, 

https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p13. 
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UUJN saja. Hal ini dikarenakan, dalam UUJN masih mengatur notaris 

untuk melaksanakan jabatannya secara konvensional dalam 

membuat akta autentik.14 Dengan kata lain, persoalan ini perlu dikaji 

lebih lanjut untuk menjawab tantangan notaris dalam melaksanakan 

jabatannya dengan menggunakan konsep cyber notary. 

Apabila konsep cyber notary dikaitkan dengan pembuatan akta 

risalah RUPS elektronik pada PT terbuka terutama untuk agenda 

perubahan anggaran dasar menimbulkan adanya ketidakserasian 

dalam aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, terdapat aturan 

yang memperkenankan perseroan untuk melaksanakan e-RUPS 

dalam berbagai aturan seperti dalam UUPT, bagi PT terbuka diatur 

dalam POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020 dan keberadaan 

notaris yang dibutuhkan dalam pembuatan akta risalah e-RUPS. Hal 

ini dikarenakan, notaris berpedoman pada UUJN dan Kode Etik 

Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut agar dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut notaris dapat 

memastikan kebenaran dari akta autentik yang dibuat di hadapan 

atau oleh notaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam 

UUJN maupun Kode Etik Notaris sehingga masyarakat dapat percaya 

terhadap isi dari akta yang dibuat oleh seorang notaris.15 

 
14 Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang 

Cybernotary Atau Electonic Notary, Edisi ke 3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 6-7. 
15 Z Noer and Y Fajriyah, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol 

Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban, Protokol 
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Berlandaskan pada uraian di atas, UUJN masih mengatur notaris 

untuk bekerja secara konvensional seperti dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf m UUJN pada pokoknya menyebut bahwa pelaksanaan 

pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap itu 

sendiri dengan dihadiri setidaknya oleh 2 orang saksi untuk 

kemudian akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga setelah 

dilakukan pembacaan akta. Artinya, dalam proses pembuatan suatu 

akta autentik notaris masih diwajibkan untuk melakukan pembacaan 

dan penandatanganan akta secara konvensional. 

Dalam jabatan notaris juga dikenal suatu asas yaitu, asas 

Tabellionis Officium Fideliter Excerbo yang mengharuskan notaris 

untuk bekerja secara konvensional dalam membuat suatu akta. 

Ketentuan dari asas tersebut memuat kewajiban formal dalam 

pelaksanaannya, yaitu dalam proses pembuatan akta autentik notaris 

wajib untuk hadir menyaksikan dan mendengar setiap proses 

pembuatan dan penandatanganan akta. Hal ini dimaksudkan agar 

akta yang dibuat notaris berkekuatan hukum sempurna dan 

memberikan kepastian hukum terhadap akta yang di buatnya.16 

 
Notaris,” Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 10 (2021): 

hlm 81.  
16 Dessy Susilo dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Analisis Yuridis 

Implementasi Artificial Intelligent Dalam Praktek Kenotariatan Abstrak,” Acta Comitas: 

Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 8, Nomor 02 (2023): hlm 344, 

https://doi.org/10.24843/ AC.2023.v08.i02.p10. 
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Penerapan dari asas tersebut juga dapat dilihat dari frasa “Hadir 

di hadapan saya atau berhadapan dengan saya” yang terdapat dalam 

awalan akta notaris dan isi dalam akta risalah. Frasa tersebut masih 

diartikan secara sempit bahwa pembuatan akta harus dilakukan di 

hadapan notaris itu sendiri sehingga pembaruan hukum terkait 

permasalahan tersebut diperlukan agar ketentuan tersebut 

mendapatkan perluasan makna dan konsep dalam pembuatan akta 

autentik yang mengharuskan penghadapnya hadir di hadapan 

notaris.17 

Aturan-aturan hukum yang saling bertolak belakang dalam UUJN, 

UUPT, POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020 tersebut menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi notaris dalam membuat akta risalah e-

RUPS yang sudah semakin sering dilakukan oleh perseroan terbatas 

terutama pada PT terbuka diiringi dengan adanya kebutuhan 

perseroan terhadap peran notaris untuk dapat menguraikan hasil 

rapat secara autentik terlebih lagi jika terdapat agenda perubahan 

anggaran dasar. Notaris dalam menjalakan jabatannya berpedoman 

pada UUJN dan Kode Etik Notaris yang mana dalam aturan-aturan 

tersebut masih belum mengatur secara rinci dan jelas terkait 

kewenangan dan kewajiban notaris dalam melaksanakan konsep 

 
17 Yogha Octhanio Pratama, “The Meaning of Facing with a Notary in The Minutes 

of a General Meeting of Shareholders Contained Electronically According to The 

Perspective of Laws and Regulations,” LITERATUS: Literature for Social Impact and 

Cultural Studies 4, no. 1 (2022): hlm 163 , https://doi.org/doi.org/10.37010/lit.v4i1.704. 
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cyber notary terutama dalam membuat akta risalah dari pelaksanaan 

RUPS secara elektronik pada PT terbuka. 

Sementara pengaturan terkait pelaksanaan e-RUPS sudah banyak 

dimuat dalam aturan tertentu sehingga terdapat ketidakpastian 

hukum bagi notaris dalam membuat akta risalah dari pelaksanaan e-

RUPS tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, 

maka penulis mendapati bahwasanya terdapat suatu permasalahan 

hukum yang dapat dikaji serta dianalisis lebih lanjut ke dalam suatu 

judul tesis yang berjudul: 

“Kepastian Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham Secara Elektronik (E-RUPS) Oleh Notaris Tentang 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepastian hukum dari pembuatan akta risalah rapat 

umum pemegang saham elektronik oleh notaris tentang 

perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari akta risalah rapat umum 

pemegang saham secara elektronik oleh notaris tentang 

perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka? 



14 
 

 

3. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum terkait pembuatan 

akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik 

oleh notaris pada perseroan terbatas di masa depan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dari 

pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham 

elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dasar 

perseroan terbatas terbuka. 

b) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian 

dari akta risalah rapat umum pemegang saham secara 

elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dasar 

perseroan terbatas terbuka. 

c) Untuk mengetahui dan menganalisis kemungkinan 

pengaturan hukum terkait pembuatan akta risalah rapat 

umum pemegang saham secara elektronik oleh notaris 

pada perseroan terbatas di masa depan. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis, seperti: 
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a. Manfaat Teoretis: 

Diharapkan penulisan dari penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi dalam perkembangan di bidang ilmu hukum pada 

bidang Kenotariatan terutama terkait kepastian hukum akta 

risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik (e-

RUPS) tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas 

terbuka yang dibuat oleh notaris. 

b. Manfaat Praktik: 

Diharapkan penulisan dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat praktik bagi banyak pihak diantaranya: 

a) Notaris 

Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

pembelajaran bagi notaris untuk dapat menjamin kepastian 

hukum terhadap pembuatan akta risalah dari pelaksanaan 

rapat umum pemegang saham secara elektronik. 

b) Perseroan Terbatas Terbuka  

Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

pembelajaran oleh Perseroan Terbatas Terbuka sebagai 

pihak yang wajib melaksanakan kegiatan rapat umum 

pemegang saham setiap tahunnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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c) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Agar dapat dijadikan pedoman dan pembelajaran bagi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang 

mengawasi berbagai kegiatan usaha di bidang jasa 

keuangan seperti di bidang pasar modal, perbankan, 

asuransi, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. 

d) Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia) 

Agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan 

pembelajaran bagi pemerintah terkhususnya kepada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(KEMENKUMHAM)  sebagai pihak yang mengawasi notaris 

dalam menjalankan jabatannya serta sebagai pihak yang 

mengesahkan pendirian dan perubahan dari suatu 

perseroan terbatas. 

e) Masyarakat 

Agar dapat dijadikan pedoman dan pembelajaran bagi 

masyarakat mengenai pembuatan akta risalah dari 

pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara 

elektronik.  
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D. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Dalam penelitian ini, grand theory yang digunakan penulis 

adalah Teori Kepastian Hukum. Masyarakat hidup berdampingan 

dengan aturan hukum, baik berupa aturan yang tidak tertulis 

maupun aturan-aturan yang tertulis. Aturan tersebut menjadi 

pedoman bagi setiap orang untuk bersikap dan hidup dalam suatu 

tatanan sosial.  

Dengan adanya aturan di masyarakat, maka hal ini menjadi 

sebuah batasan bagi masyarakat itu sendiri dalam bertindak. Hal 

tersebut yang dikenal dengan sebutan kepastian hukum. Roscoe 

Pound menyatakan, keberadaan kepastian hukum dalam 

kehidupan menimbulkan adanya suatu predictability atau 

kemungkinan. Segala hal yang terdapat dalam suatu peraturan 

tidak dapat diartikan sebagai kepastian hukum karena kepastian 

hukum juga dapat dilihat dari adanya konsistensi antara satu 

putusan hakim dengan putusan hakim lainnya dalam kasus yang 

sama.18 

Dalam teori kepastian hukum terdapat 4 bagian penting di 

dalamnya antara lain, bahwa hukum diatur secara positif dalam 

 
18 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2017), hlm 135-136. 
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perundang-undangan, kedua hukum dibuat berdasarkan 

kenyataan yang terjadi, kemudian kenyataan tersebut haruslah 

dimuat ke dalam aturan yang jelas agar tidak memiliki kekaburan 

hukum dan dapat dijalankan, yang terakhir hukum positif tidak 

boleh terus menerus diubah.19 Kaitannya dengan penelitian ini 

adalah bahwa bentuk kepastian hukum dari pelaksanaan rapat 

umum pemegang saham perseroan terbatas terbuka tentang 

perubahan anggaran dasar yang secara elektronik terhadap 

pembuatan akta risalah masih belum jelas sehingga penerapan 

dari teori ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada. 

2. Middle Range Theory 

Adapun middle range theory yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, yaitu Teori Badan Hukum. Badan hukum atau 

korporasi merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang 

disahkan oleh hukum agar para pengurusnya dapat melaksanakan 

hak dan kewajiban yang berkaitan dengan badan hukum itu 

sendiri dimana hak dan kewajiban tersebut dipisahkan atas 

kepentingan pribadi pengurusnya. Dapat juga dikatakan bahwa 

badan hukum ialah pemilik hak dan kewajiban seperti manusia 

 
19 Putu Ayu Sriasih Wesna, Kadek Fery Susila Putra, dan I Nyoman Sujana, Hukum 

Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary 

Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Excerbo, Edisi ke-

1. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 32-33. 
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tanpa badan dan jiwa.20 Dalam teori badan hukum terdapat 2 teori 

utama yang dikemukakan oleh pendapat yang berbeda, 

diantaranya21: 

1) Teori Fiksi (Fiction Theory) oleh Von Savigny 

menyatakan bahwa sebuah badan hukum yang 

berisikan kumpulan orang perseroangan haruslah 

dianggap seperti manusia atau fiksi sehingga mereka 

mendapatkan hak dan kewajiban; 

2) Teori Organ (Organic Theory) oleh Otto von Gierke 

bahwa keberadaan badan hukum di tengah-tengah 

masyarakat harus dianggap sebagai sesuatu yang nyata 

sehingga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh badan 

hukum tersebut juga harus dianggap benar adanya 

tanpa terkecuali bagi setiap individu yang ada dalam 

badan hukum tersebut dianggap memiliki 

kesadarannya sendiri sebagai sebuah kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi unsur 

penting dalam teori badan hukum adalah kepemilikan hak dan 

kewajiban dari suatu badan hukum didapatkan jika statusnya 

diakui negara. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan 

 
20 Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Edisi ke-3. 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 168-169. 
21 Ibid. 
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yang ada digunakan teori badan hukum karena agar dapat 

melaksanakan hak dan kewajiban suatu badan hukum harus 

diakui terlebih dahulu statusnya sebagai badan hukum 

termasuk dalam melaksanakan RUPS secara elektronik. 

3. Applied Theory 

Adapun applied theory yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori pembuktian. Dalam hukum acara perdata, hakim 

menjadi pihak yang memiliki kewenangan dalam 

mempertimbangkan suatu kenyataan berdasarkan kepada 3 teori 

pembuktian, yaitu22: 

a) Teori Pembuktian Bebas, dalam memeriksa suatu perkara 

hakim berkedudukan sebagai sosok yang bebas dan 

merdeka sehingga ia mempunyai kebebasan penuh dalam 

menimbang alat bukti dan tidak terikat oleh suatu aturan 

hukum; 

b) Teori Pembuktian Negatif, dalam teori ini hakim dianggap 

mempunyai kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasaan 

sebagai seorang manusia sehingga ada aturan yang 

membatasi hakim dalam menimbang suatu alat bukti; 

 
22 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Edisi ke-2. (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2016). 
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c) Teori Pembuktian Positif, hakim tidak hanya dibatasi dan 

dilarang kewenangannya dalam menimbang suatu alat 

bukti tetapi juga memerintahkan hakim untuk 

memperhitungkan isi dari suatu akta autentik. 

Berdasarkan uraian tersebut, teori pembuktian menjadi 

digunakan sebagai applied theory dalam penelitian ini dengan tujuan 

agar penulis dapat menjawab permasalahan terkait kekuatan 

pembuktian dalam akta risalah rapat umum pemegang saham secara 

elektronik oleh notaris tentang perubahan anggaran dari suatu 

perseroan terbatas terbuka. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Notaris 

Pasal 1 ayat (1) UUJN memuat bahwa notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam 

undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

Dari isi Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan jabatannya notaris berwenang untuk 

menghasilkan produk berupa akta autentik. 

2. Perseoran Terbatas 

Perseoran Terbatas atau perseroan diartikan sebagai badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
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berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana hal ini dimuat 

dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa perseroan terbatas merupakan suatu 

badan hukum.  

3. Perseroan Terbatas Terbuka 

Definisi dari Perseroan Terbatas Terbuka telah diatur dalam 

Pasal 1 ayat (7) UUPT, yaitu bahwa suatu perseroan terbatas 

terbuka merupakan suatu perseroan publik yang melakukan 

penawaran saham secara umum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dari 

definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perseroan terbatas 

terbuka dikatakan terbuka karena perseroan tersebut telah 

melakukan penawaran terhadap sahamnya secara umum 

berdasarkan ketentuan dari UU Pasar Modal.  

4. Akta Risalah (Relaas Acte) 

Akta Risalah dari suatu rapat umum pemegang saham dikenal 

pula dengan istilah akta relaas atau berita acara rapat. Akta risalah 

diartikan sebagai bentuk akta yang dibuat oleh notaris 

dikarenakan dalam proses pembuatannya, notaris akan 
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menghadiri kegiatan rapat umum pemegang saham untuk 

kemudian notaris akan melihat, mendengarkan, dan menyaksikan 

kegiatan rapat secara langsung sehingga dari hasil kesaksian 

notaris tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.23 

Akta Risalah menjadi salah satu dari dua jenis akta autentik yang 

dibuat oleh notaris. 

5. Rapat Umum Pemegang Saham 

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disebut 

dengan RUPS dimuat dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT diartikan 

sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 

ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. 

RUPS dinilai sebagai organ tertinggi dari perseroan terbatas 

sebagaimana dimuat dari definisi RUPS tersebut bahwa 

kewenangan yang dimiliki oleh RUPS tidak diberikan kepada 

organ perseroan lainnya.  

6. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik 

RUPS memiliki pengertian sebagai organ tertinggi dari suatu 

perseroan terbatas. Dalam pelaksanaannya RUPS wajib diadakan 

 
23 Melissa Lin dan Fitra Arsil, “Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, 

Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan 

Notaris,” Maleo Law Journal Volume 6, Nomor 1 (2022): hlm 88, 

https://doi.org/10.31934/mlj.v6i1.2356. 
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satu tahun sekali sejak tutup tahun berakhir sebagaimana hal ini 

dimuat dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT. Adapun pengertian dari 

elektronik ialah suatu alat yang dibuat berdasarkan prinsip 

elektronika.24 Berdasarkan kedua pengertian tersebut, RUPS 

elektronik (e-RUPS) diartikan sebagai pelaksanaan rapat umum 

pemegang saham yang diadakan menggunakan suatu alat 

berdasarkan prinsip elektronika.  

7. Anggaran Dasar 

Anggaran Dasar memiliki pengertian sebagai suatu dokumen 

konstitusi dasar yang dimiliki oleh suatu perseroan terbatas, yang 

di dalamnya memuat pengaturan terkait permasalahan 

manajemen dan administrasi internal perseroan. Di dalam suatu 

anggaran dasar memuat segala hal yang mengatur dan 

mencakupi hampir secara keseluruhan dari ketentuan yang diatur 

dalam UUPT.25 Berdasarkan pengertian tersebut suatu anggaran 

dasar perseroan terbatas memiliki kedudukan penting dalam 

suatu perusahaan karena mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan perusahaan dan merupakan bentuk implementasi dari 

aturan di dalam UUPT. 

 
24 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses pada tanggal 30 

September 2023 puku 20.30 WIB, https://kbbi.web.id/. 
25 Remigius Jumalan, “Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan 

Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan,” Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, 

Nomor 2 (2018): hlm 217, https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17. 



25 
 

 

F. Metode Penelitian 

Keingintahuan seseorang dalam menghadapi permasalahan 

tertentu menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu penelitian. 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang tepat terkait 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam melakukan suatu penelitian, 

penting untuk menggunakan metode atau cara karena metode 

merupakan karakteristik dari sebuah ilmu. Metode artinya cara 

tertentu yang digunakan saat melakukan analisis agar dapat mencapai 

tujuan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan lebih teratur 

berdasarkan pedoman yang ada.26 Berikut metode penelitian yang 

digunakan: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian normatif menjadi jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan maksud untuk menganalisis aturan, 

norma dan bahan pustaka yang ada.27 Metode penelitian ini 

menjadi metode yang paling dikenal dan paling utama di bidang 

ilmu hukum karena seringkali digunakan oleh peneliti yang juga 

diakui oleh para ahli. Untuk kemudian dalam perkembangannya 

terdapat metode-metode penelitian hukum lainnya seperti 

penelitian hukum sosiologis, atau socio-legal research dengan 

 
26 Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris, Edisi ke - 2. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm 3-4. 
27 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi 

Revisi), Edisi ke- 4. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), hlm 42. 
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tujuan yang sama, yaitu untuk meneliti permasalahan hukum 

sebagai objek kajian dari ilmu sosial.28 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena sangat 

berkaitan erat bila ingin melakukan suatu penelitian hukum. 

Penerapannya dilakukan dengan menerapkan ketentuan dan 

legislasi yang berlaku sebab peraturan perundang-undangan 

merupakan produk dari keputusan dengan ciri tertentu dan 

konklusif yang dibuat oleh para pejabat administrasi. 29 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penelitian dengan pendekatan konseptual dapat 

dilaksanakan apabila peneliti tidak beralih dari peraturan 

hukum yang berlaku. Misalnya, jika suatu aturan yang 

digunakan dalam penelitian hanya memuat tentang definisi 

umum saja, maka hal tersebut tidak dapat membantu seorang 

peneliti dalam mengembangkan argumen-argumen hukum.30 

 
28 Ibid. 
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), hlm 134. 
30 Ibid, hlm 177. 
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c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 

Pendekatan secara analitis digunakan dengan maksud untuk 

menelaah secara konsepsional terkait pengertian-pengertian 

yang diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan 

untuk dikaji terkait penggunaannya secara nyata terutama 

dalam putusan hukum yang ada. Proses analisis dapat 

dilakukan dengan 2 sisi, pertama penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dari aturan 

hukum yang ada, lalu peneliti akan menganalisis terhadap 

pengertian tersebut dengan cara diuji secara praktik terhadap 

putusan hukum.31 

d. Pendekatan  Futuristik 

Pendekatan futuristik sebaiknya digunakan oleh lembaga 

legislatif sebagai lembaga yang berwenang dalam membentuk 

suatu peraturan perundang-undangan karena pendekatan 

tersebut terdapat nilai progresif yang bertujuan agar aturan 

yang dibentuk oleh lembaga tersebut diharapkan dapat 

mengikuti perkembangan dari teknologi informasi dan 

komunikasi.32 

 
31 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm 138. 
32 Andrea Sukma Dilaga dan Sinta Dewi Rosadi, “Upaya Hukum Terhadap 

Pelanggaran Implementasi Internet of Things (IoT) di Bidang Pelayanan Kesehatan 

Menurut Ketentuan Perlindungan Data Pribadi,” Jurnal Suara Keadilan, Volume 21, 

Nomor 2 (2020): hlm 218. 
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3. Jenis dan Bahan Hukum Penelitian 

Adapun jenis dan bahan hukum penelitian yang akan 

digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk 

Wetboek) 

2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal; 

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas; 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris; 

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka; 

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat 
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Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara 

Elektronik; 

9) Peraturan KSEI Nomor XI-B Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara 

Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara 

Melalui Electronic General Meeting System KSEI 

(eASY.KSEI); 

10) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

akan memuat secara keseluruhan terbitan yang tentang ilmu 

hukum dalam bentuk dokumen tidak resmi yang dituangkan ke 

dalam bentuk tulisan. Tujuannya adalah sebagai pedoman 

berpikir bagi peneliti dalam melakukan penelitian.33 

c. Bahan Non Hukum 

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan non-hukum 

seperti, jurnal buku, disiplin bidang ilmu lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang tujuannya untuk memperkuat 

pemahaman dan sudut pandang bagi penulis.34 

 
33 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi ke- 11. (Jakarta: Sinar Grafika, 

2019), hlm 54. 
34 Ibid. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan adalah teknik studi kepustakaan dengan cara 

mempelajari landasan teoritis dari suatu masalah agar penelitian 

yang dilakukan tidak hanya sekedar trial and error semata.  Teknik 

studi kepustakaan tersebut digunakan dengan tujuan untuk dapat 

menemukan landasan teoritis dari suatu permasalahan yang 

dibahas oleh peneliti. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian 

dengan studi pustaka ialah setengah dari seluruh kegiatan 

penelitian yang dilakukan.35 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya 

akan oleh dengan teknik pengolahan bahan hukum secara analisis 

kualitatif. Teknik pengolahan tersebut dilakukan dengan cara 

melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Sistematisasi memiliki pengertian bahwa penelitian akan 

dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang ada 

untuk membantu proses analisis dan penafsiran bahan hukum 

pada penelitian.36 

 
35 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Surabaya: 

Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 102. 
36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press), 2015). 
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian 

Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis 

dengan menerapkan 3 (tiga) tahapan, yaitu melalui proses editing 

dimana bahan-bahan hukum yang dikumpulkan ditulis kembali 

dan dilengkapi kekurangannya. Untuk selanjutnya, melalui 

tahapan sistematis dengan menggolongkan bahan-bahan hukum 

yang dikumpulkan agar dapat dilakukan tahapan terakhir, yaitu 

deskripsi dengan memaparkan hasil penelitian menggunakan 

bahan hukum yang dikumpulkan tersebut.37 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan 

secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif memiliki 

pengertian sebagai suatu metode dengan pola pikir berlandaskan 

kepada fakta yang bersifat umum untuk kemudian dapat ditarik 

kesimpulan bersifat khusus untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 38

 
37 Nur Solikhin, Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Edisi ke-1. 

(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 122-123. 
38 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep dan Metode (Malang: Setara Press, 

2013), hlm 91. 
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